BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENGGUSURAN TANAH SECARA PAKSA DI PANCORAN
JAKARTA SELATAN YANG DILAKUKAN OLEH PT PERTAMINA

TRAINING AND CONSULTING

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum
1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara
harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur
dalam negara hukum, vyaitu pertama: hubungan antara yang
memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan
melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat
pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi
syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat
dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara. Ada 4 (empat)
alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya

berdasarkan hukum:

1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama

3. Legitimasi demokrasi
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4. Tuntutan akal budi.

Negara hukum berarti alat-alat Negara mempergunakan
kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan
dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum,
tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan
kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran,
maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Istilah Negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata
Rechtstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat
lazim menggunakan istilah Rechstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon
menggunakan istilah “Negara Hukum”. Gagasan negara hukum di
Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh pendiri Negara
Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan)
sejak hampir satu abad yang lalu. Cita-cita negara hukum yang
demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati
para perintis kemerdekaan Indonesia. Apabila ada pendapat yang
mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama Kkali
dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar
historis dan bias menyesatkan.

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera
pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen ketiga), “Negara

Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum
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mengarahpada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan
terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.
Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum
Indonesia dalam arti material, yaitu pada Bab XIV Pasal 33 dan Pasal
34 UUD 1945, bahwa Negara turut aktif dan bertanggung jawab atas
perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum
material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah
ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechstaat, yaitu sebagai

berikut:

a. HAM terjamin oleh undang-undang

b. Supremasi hukum

c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) dan kepastian hukum
d. Kesamaan kedudukan di depan hukum

e. Peradilan administrasi dalam perselisihan

f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
g. Pemilihan umum yang bebas

h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Frans Magnis Suseno mengemukakan adanya 5 (lima) ciri negara
hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Kelima ciri

negara hukum untuk sebagai berikut:

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan sebuah undang-undang dasar.
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2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling
penting. Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi
sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan
bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk
tindakan yang tidak adil atau tercela.

3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing
selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku

4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu
ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan
negara.

5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

2. Pengertian Perlindungan Hukum
Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang
berarti sebagai: (1) protecting or being protected; (2) system
protecting; (3) person or thing that protect. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2)
perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, n.d.)

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan
perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada
yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan tehadap

hak-hak seseorang yang dianggap lemah.
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Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam
Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa
Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian
bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan
menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh
hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap
kepentingan - kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan
kepentingan - kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam

sebuah hak hukum. (Harjono, 2008)

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap
hakhak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang
lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya hak - hak tersebut. (Philipus M. Hadjon, 1987)

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat
diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat
dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai
dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)
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Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk
berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal
ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan
berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara
berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri,
keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia
miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa
aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau

bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari
tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan
derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya.

Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk
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mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak
kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga

berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan
ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat
dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh

Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat
dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang
menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak
asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana

diatur dalam Undang - undang ini ”’

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi
manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan
tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka
setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara

yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi
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serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana
yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum
merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat
terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek
hukum dari tindakan sewenang - wenang oleh penguasa terhadap
kepentingan - kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan

hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi
kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang - wenang yang
merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam

bentuk adanya kepastian hukum.

3. Bentuk - bentuk Perlindungan Hukum
Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan
perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan
yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
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perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan -

batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan
hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika
hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan
suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003)

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah
pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian
sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan
hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai
pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.
Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat
kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara

hukum.

. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum
Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum
di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan

falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara
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Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan ”Rule of The
Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir
dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di
Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat

dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah
bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah
dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. (Yassir Arafat, 2015)

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini
berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari

negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan
hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua

antara lain sebagai berikut :
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a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak
pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep -
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak
asasi manusia diarahkan kepada pembatasan - pembatasan juga
peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.Dengan
demikian dalam usaha  merumuskan  prinsip-prinsip
perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila,
diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang
hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi
terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia,pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan
daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa
perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang

dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang
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olen penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang

tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan
hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah
tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang
berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam

penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada
perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan tentang Penggusuran Paksa
1. Definisi Penggusuran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online),
“Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan menggusur.” (KBB/, n.d.)

“Adapun alasan dibalik penggusuran adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Urbanisasi yang meningkat

b. Proyek infrastruktur skala besar.

c. Kekuatan pasar

d. Upaya mempercantik kota

e. Peraturan yang tidak efektif.”

Secara umum penggusuran adalah pengusiran paksa baik secara

langsung maupun secara tak langsung yang dilakukan pemerintah
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setempat terhadap penduduk yang menggunaan sumber-daya lahan

untuk keperluan hunian maupun usaha.

Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan
mahalnya lahan. Di wilayah rural penggusuran biasanya terjadi atas
nama pembangunan proyek prasarana besar seperti misalnya

bendungan.

Di kota besar, penggurusan kampung miskin menyebabkan
rusaknya jaringan sosial pertetanggaan dan keluarga, merusak
kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah serta
melenyapkan aset hunian. Penggusuran adalah pelanggaran hak tinggal
dan hak memiliki penghidupan. Dialog dan negosiasi dengan pihak

atau masyarakat terkait dilakukan untuk menghindari penggusuran.

Akan tetapi, penggusuran adalah hal yang mutlak untuk
menanggulangi penduduk liar. Hal ini karenakan mereka sama sekali
tidak membayar tanah. Dan lagi, mereka harus dipulangkan ke daerah

asalnya, seperti transmigrasi. (DIAN MARYASTUTI, n.d.)

Definisi Penggusuran Paksa

Dalam instrumen hukum Indonesia, tidaklah ditemukan istilah
“penggusuran” atau “penggusuran paksa”. Committee on Economic,
Social, and Cultural Rights berpendapat dalam Poin Ketiga General
Comment No. 7 on the Right to Adequate Housing (Article 11(1) of the

Covenant) bahwa:
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Forced eviction is “the permanent or temporary removal against
their will of individuals, families and/or communities from the homes
and/or land which they occupy, without the provision of, and access to,
appropriate forms of legal or other protection.

Apabila diterjemahkan secara bebas, penggusuran paksa berarti
pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari
rumah atau tanah yang mereka duduki, baik untuk sementara atau
untuk selamanya, tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Patut dicatat bahwa Pasal 11 ayat (1) yang dimaksud dalam judul
dokumen di atas adalah Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 yang disahkan
melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya) (“UU 11/2005”). Diterangkan bahwa:

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas
standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk
pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup
terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti
penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan

sukarela.
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Selain itu, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara
Republik Indonesia (“UUD 1945”) menerangkan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

Apabila uraian-uraian di atas dibaca secara komprehensif, menurut
hemat saya, penggusuran paksa dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM?”). Hal ini juga dikuatkan
dalam Poin Pertama Commission on Human Rights Resolution
1993/77, yang bahkan menyebut bahwa penggusuran paksa adalah
“gross violation of human rights” atau pelanggaran HAM berat. (Sigar

Aji Poerana, 2019)

Pengertian Relokasi

Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah
yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. (Muhammad Ridlo Agung,
n.d.) Revitalisasi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) berarti
proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang
sebelumnya kurang terberdaya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) Versi Online, n.d.)
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C. Tinjauan tentang Tanah
1. Definisi tanah

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai
dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi
batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan
Kebudayaan, 1994) tanah dapat diartikan :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.

2. Keadaan bumi di suatu tempat.

3. Permukaan bumi yang diberi batas.

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir,batu

cadas, dll)

Konsepsi tanah menurut Undang - Undang Pokok Agraria
(UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan
penggunaannya meliputi tubuh bumi, air ruang yang ada diatasnya.
Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang dan sudah ada sesuatu
hak yang ada diatasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Petunjuk teknis
Direktorat Survei dan Potensi Daerah, Deputi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan BPN RI, 2007 :6).

Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan
tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal

4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti
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yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh
UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang
disebut tanah.

Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan
sebagai permukaan bumi. Menurut pendapat Jhon Salindeho (1993:23)
mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis
menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi
getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan
dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan
dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat
memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang
sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk
memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang
bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi
pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan
berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam
penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak
menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Hak atas suatu tanah
Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang

berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi
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pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.
Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang
merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok
pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam
hukum tanah. (Boedi Harsono (b), 2007)

Dengan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa: “Atas dasar
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
masyarakat.”

Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk
menentukan hakhak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau
diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal
4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak mengusai dari negara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak
atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, hukum.”

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa :
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“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang
ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang
lebih tinggi.”

Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA
yang dapat diberikan kepada rakyat oleh negara ialah :
a. Hak milik.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6
UUPA. Terkuat dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak
milik itu bukan berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas
dan tidak bisa diganggu gugat, di samping itu juga kata "terkuat"
dan "terpenuh” itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain
sebagainya. Walaupun sifatnya yang paling kuat dimiliki oleh
seseorang, tetap terikat pada ketentuan pasal 6 UUPA, yaitu tanah
harus berfungsi sosial, artinya bila kepentingan umum
menghendaki, maka kepentingan pribadi harus dikorbankan (tentu

dengan jalan ganti kerugian yang layak).
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b. Hak Guna Usaha.

Untuk hak ini merupakan hak yang baru diciptakan dalam
Undang-Undang Pokok Agraria, jadi tidak seperti hak milik yang
telah dikenal sudah sejak jaman dahulu kala sebab hak guna usaha
dan hak guna bangunan semula tidak dikenal oleh masyarakat kita
sebab tidak ada persamaannya dalam hukum adat dan kedua hak di
atas itu untuk memenuhi keperluan masyarakat moderen dewasa
ini.

Yang dimaksud dengan hak guna usaha tercantum dalam pasal
28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi : " Hak
Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal
29, dan dipergunakan oleh perusahaan pertanian, perikanan atau
peternakan.

c. Hak Guna Bangunan.

Yang dimaksud dengan hak guna bangunan tercantum dalam
pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang
berbunyi : (1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (2)
Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut

dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun.
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d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah
milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan
jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 41
Undang-Undang Pokok Agraria).

Dengan demikian hak ini merupakan hak atas tanah, baik tanah
maupun bangunan yang dapat diberikan pemerintah dan juga oleh
pemilik tanah, hak pakai ini tidak seperti hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan yang dapat digunakan atau dijadikan
jaminan untuk hipotik dan credietverband tetapi hak pakai ini dapat
dijadikan jaminan untuk utang karena mempunyai nilai ekonomi
juga dapat dipindah tangankan.

e. Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan termasuk kepada hak yang bersifat sementara
juga disebut hak lainnya. Yang dimaksud dengan hak lainnya itu
adalah hak-hak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

lain. Maka yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah hak
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khusus untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah guna
menyelenggarakan  usaha industrial estate, pembangunan

perumahan dan perusahaan pada umumnya.

Untuk pemberiannya tidak disertai dengan penentuan jangka
waktu yang artinya tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan

digunakan terus menerus selama masih diperlukan.

3. Hapusnya hak atas tanah
Ketentuan mengenai hapusnya hak atas tanah di atur dalam Pasal
27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa, hak kepemilikan atas
tanah hapus apabila:
A. Tanahnya Jatuh kepada Negara
1. Karena pencabutan hak
Menurut ketentuan Pasal 18 UUPA bahwa untuk
kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan
Pasal 18 UUPA ini selanjutnya dilaksanakan dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak

atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
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Hapusnya hak atas tanah karena penyerahan dengan
sukarela oleh pemiliknya ini berhubungan dengan Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Kepres No. 55/1993), yang dilaksanakan lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum (Permen No. 1/1994), penyerahan sukarela ini menurut
Kepres No. 55/1993 sengaja dibuat untuk kepentingan negara,

yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Karena ditelantarkan

Pengaturan mengenai tanah yang terlantar diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No.
36/1998). Pasal 3 dan 4 PP No. 36/1998 mengatur mengenai
kriteria tanah terlantar yaitu; (i) tanah yang tidak dimanfaatkan
dan/atau dipelihara dengan baik. (ii) tanah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan dari

pemberian haknya tersebut.

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)

UUPA
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Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
pencampuran harta perkawinan, demikian pula warganegara
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya
UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan
hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya
hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah
jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan,
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh
kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain

yang membebaninya tetap berlangsung.

Kemudian Pasal 26 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa
setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada
orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan
oleh Pemerintah yaitu badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya, adalah batal karena
hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan,

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
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berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh

pemilik tidak dapat dituntut kembali.

B. Tanahnya musnah
Sebagaimana pemberian, peralihan dan pembebanan Hak
Milik yang wajib di daftar dalam buku tanah, pendaftaran
hapusnya hak kepemilikan atas tanah juga wajib untuk
dilakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Sofie Widyana P,

n.d.)

4. Fungsi Sosial Tanah

A. Pengertian Fungsi Sosial Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa Semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak
dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak
miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya,
apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat
karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus
jika kepentingan umum menghendakinya. Asas fungsi sosial atas
tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak
boleh bertentangan dengan hak hak orang lain dan kepentingan

umum, serta keagamaan. Sehingga tidak diperbolehkan jika tanah



53

digunakan sebagai kepentingan pribadi yang menimbulkan
kerugian bagi masyarakat, fungsi sosial hak atas tanah
sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomer 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengandung

beberapa prinsip keutamaan antara lain:

a. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas
tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau
kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum
Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional
memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa
seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah
bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasional.

b. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi
bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa
Indonesia  seluruhnya. Sebagai  konsekuensinya, dalam
mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya
kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga
harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus
diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi

dan kepentingan masyarakat.
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Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang
mempunyai  hak untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan
tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut
dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik
dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga
kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak
atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu
kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada
pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan,
melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum
atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan
tanah. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjamin hak milik
pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat
untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul
keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi
masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Jadi pemilik
tanah tidak akan kehilangan haknya dalam memiliki tanah akan
tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum maka

haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.
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5. Pengaturan Penguasaan Atas Tanah
Pengaturan hak-hak penguasaan memanglah sangat penting di
dalam hal mengenai tanah, di karenakan hak penguasaan dapat diakui
olen siapa saja apabila belum ada peraturan yang mengaturnya.
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi
menjadi dua, yaitu :

1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum
Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan dengan
tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang
haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah,

adalah sebagi berikut :

a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;

b. Menetapkan usunya, yaitu mengatur apasaja yang boleh,
wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya
serta jangka waktu penguasaannya;

c. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh
menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi
penguasaannya.

2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang
konkret
Hak penguasaan tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah

tertentu sebagi objeknya dan orang atau badan hukum tertentu
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sebagai subjek atau pemegang haknnya. Ketentuan-ketentuan
dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut :

a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi
suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau
sebutan hak atas penguasaan atas tanah tertentu;

b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan
hak-hak lain;

c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada
pihak lain;

d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;

e. Mengatur hal-hal mengenai pembutiannya. (ELENG,
2016)

D. Tinjauan tentang Tindakan kekerasan

1. Definisi Kekerasan

Pada hakekatnya tindakan kekerasan menunjukan tindakan sosial yang
agresif dan bersifat merusak. Seseorang atau sekelompok orang
melakukan tindak kekerasan sebagai reaksi atas apa yang mereka rasakan.
Meski demikian, untuk salah satu faktor penyababnya adanya pelampiasan
emosi yang sering menjadi alasan melakukan tindakan kekerasan baik
terhadap orang lain maupun terhadap orang lain.

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang bagi disengaja

ataupun tidak. Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang



57

lain, akan tetapi dapat dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindak kekerasan
memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya.
Adapun beberapa ahli mendefinisikan arti kekerasan menurut para

ahli, antara lain sebagai berikut;

a. Tomb, Pengertian kekerasan merupakan tindakan yang sulit untuk
diprediksi. Orang yang memeiliki resiko paling tinggi melakukan
tindak kekerasan adalah pria berusia 15 sampai dengan 25 tahun,
orang kulit hitam, orang kota, subgroup, dengan budaya kekerasan,

orang yang suka meminum minuman keras.

b. Audi, Definisi  kekerasan = merupakan  serangan  atau
penyalahgunaan fisik terhadap seseorang maupun binatang atau
tindkan penghancuran, perusakan, kejam, keras, atau secara

potensial dapat merebut milik orang lain dengan paksa.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Beberapa bentuk kekerasan antara lain:

a. Perorangan

Kekerasan individu merupakan bentuk kekerasan yang
dilakukan oleh individu terhadap individu lain tanpa bantuan

pihak-pihak tertentu.

Kekerasan perseorangan dapat berupa :
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1) Kekerasan fisik seperti memukul, menganiaya, dan
lain sebagainya,

(2) Kekerasan verbal seperti menghina, mencemooh.
Kekerasan verbal tidak berdampak langsung pada
fisik seseorang, tetapi mempengaruhi pola pikir
dan pola perilaku korban kekerasan. Dampak yang
ditimbulkan berupa dampak psikis.

(3) Kekerasan psikologis seperti pelecehan. Tindakan
pelecehan dapat berdampak pada kerusakan fisik
dan psikis seseorang.

b. Kelompok

Kekerasan kelompok berarti kekerasan yang dilakukan oleh
suatu contoh kelompok sosial terhadap individu maupun
terhadap kelompok lain. Salah satu jenis kekerasan dalam
kelompok adalah pengroyokan, pelecehan, kekerasan verbal.
Kekerasan yang dilakukan antar kelompok dapat menimbulkan

kerugian lebih besar terhadap lingkungan.

c. Negara

Kekerasan oleh negara dianggap juga sebagai suatu
monopoli. Negara secara sah meakukan kekerasan dengan
alasan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Kekerasan

yang dilakukan negara tidak bersifat fisik.
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d. Hukum

Kekerasan dalam hukum maksudnya adalah kekerasan yang

diatur dalam hukum pidana.

e. Sosial

Kekerasan sosial merupakan kekerasan yang dilakukan
dengan melanggar keteraturan sosial yang telah menjadi aturan
yang harus dipatuhi. Kekerasan sosial dapat berupa
pelanggaran aturan dan pembatasan hak-hak manusia dalam

lingkup sosial.

f. Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan kekerasan yang dilakukan
dengan melanggar hak-hak seseorangdalam hal ekonomi. Jenis
kekerasan ini seringkali terjadi dalam lingkungan keluarga.
Pelarangan dan pembatasan hak-hak ekonomi menjadi hal yang
mudah menimbulkan konflik antar pihak. Tidak jarang, dalam
sebuah keluarga kekerasan dalam ekonomi menimbulakn
hancurnya hubungan kekeluargaan.
g. Politik

Kekerasan politik umumnya menggunakan alasan politik
seperti revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak
kebebasan dan lain sebagainya sebagai bentuk pembelaan diri

bahwa kekerasan dalam hal tersebut dibenarkan dalam hukum.
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Pada hakekatnya kekerasan atas alasan apapun tidak

dibenarkan untuk dilakukan.

h. Simbolik

Kekerasan simbolik merupakan tindak kekerasan yang
tidak terlihat secara nyata. Kekerasan ini biasanya terjadi secara
struktural dan kultural. Kekerasan simbolik juga dapat terjadi
sebagai upaya untuk menciptakan stigmatisasi. (dosen sosiologi,

2022)

E. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)

1 Definisi Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1618
menyebutkan bahwa, perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana
dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu
dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang
terjadi karenanya. Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda disebut
naamloze vennootschap, artinya perseroan tanpa nama. Yang
dimaksud tanpa nama adalah tanpa nama perseorangan yang
memasukkan modalnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut
perseroan terbatas, kata terbatas diambil dalam bahasa Inggris limited
yang artinya terbatas atau berhingga. Yang dimaksud adalah terbatas
pada modal dan kekayaan perusahaan saja, tidak termasuk kekayaan

pribadi perseronya.
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Istilah ”perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu
terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada
batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal
saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan
persekutuan badan hukum. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengemukakan, Perseroan
Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya
terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Lebih jauh
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, bahwa sebagai badan hukum perseroan harus
memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang telah ditentukan
dalam Undang-Undang, antara lain organisasi yang teratur, memiliki
kekayaan sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Badan hukum
perseroan mempunyai organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), direksi, dan komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui
melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, anggaran dasar
perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS).
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2 Perseroan Terbatas sebagai badan hukum

Kenyataan kemasyaratan dewasa ini, bukan hanya manusia saja
yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi
kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan
pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum
yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (legal person).
Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiaban berdasarkan
hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek
hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni
manusia dan badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada
undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban,
seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah :

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada
undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban,
seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah : (Mochtar

Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000)

a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan
orangorang yang menjalan dari kegiatan badan hukum tersebut

b. memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang
menjalankan kegiatan badan hukum tersebut

c. memiliki tujuan tertentu
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d. berkesinambungan  (memiliki  kontinuitas) dalam arti
keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena
hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang
yang menjalankannya berganti

Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di

indonesia di klasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu : (Abdulkadir
Muhammad, 2014)

a. Badan hukum yang dibentuk pemerintah (penguasa negara)

Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa

negara) adalah badan hukum publik yang sengaja diadakan

oleh pemerintah untuk kepentingan negara, seperti lembaga-

lembaga negara, departemen-departemen pemerintahan, daerah

otonom, badan usaha milik daerah (BUMD). Badan hukum ini

lazim disebut sebagai badan hukum publik dibentuk

pemerintah melalui undang-undang, atau peraturan pemerintah.

Apabila dibentuk melalui undang-undang, pembentukan badan

hukum publik itu adalah presiden bersama Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Apabila dibentuk melalui peraturan pemerintah,

pembentukan badan hukum publik itu adalah presiden sebagai

kepala pemerintahan

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa negara)
Badan hukum yang diakui pemerintah adalah badan hukum

yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi negara untuk
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kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Akan tetapi, badan
hukum tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah menurut
undang-undang. Pengakuan itu diberikan oleh pemerintah
karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang undang-undang,
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan badan hukum
itu tidak akan melanggar undang-undang. Pengakuan itu
diberikan pemerintah melalui pengesahan anggaran dasarnya.
Badan hukum ini umumnya bertujuan memperoleh keuntungan
atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu,

seperti Perseroan Terbatas dan koperasi.

Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan
tertentu yang bersifat ideal

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum
yang tidak dibentuk oleh pemerintah dan tidak pula
memerlukan pengakuan dari pemerintah menurut undang-
undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang bersifat
ideal dibidang pendidikan, sosial, keagamaan, ilmu
pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan hukum
seperti ini selalu berupa yayasan,. Untuk mengetahui apakah
anggaran dasar badan hukum itu tidak dilarang undang-undang,
tidak bertentangan degang ketertiban umum, dan kesusialaan
masyarakat, akta yang memuat anggaran dasar harus dibuat di

muka notaris, karena notaris adalah pejabat umum resmi yang
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diberi wewenang membantu membuatkan akta autentik
berdasarkan pada peraturan perundang-undang. Badan hukum
tersebut, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan

keagamaan, dan yayasan kemanusiaan (Pasal 1653 KUHPdt).

Apabila dilihat dari Klasifikasi tersebut diatas maka jelas
Perseroan Terbatas masuk dalam jenis badan yang diakui
pemerintah, Perseroan Terbatas sendiri diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan
bahwa Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada
tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan
badan hukum Perseroan, pengesahan menteri tersebut merupakan

bentuk pengakuan dari negara.

Ditinjau dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan
hukum, maka badan hukum dapat pula di klasifikasikan menjadi

dua jenis, yaitu : (Abdulkadir Muhammad, 2014)

a. Badan hukum publik (kenegaraan)
Yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi
wewenang menurut hukum publik, misalnya, departemen
pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan daerah otonom.
Contohnya, negara, pemerintah  provinsi, pemerintah

kota/kabupaten.
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b. Badan hukum privat (perdata) Yaitu badan hukum yang
dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang
menurut hukum perdata. Contoh, yayasan, koperasi, dan

Perseroan Terbatas.

Nindyo Pramono menyatakan bahwa filosofi pendirian badan
hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan
badan hukum tersebut daharapkan masih dapat bermamfaat oleh
orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi
“sesuatu” yang kemudian oleh hukum dianggap atau diakui sebagai
subjek mandiri seperti halnya orang. Kemudian “sesuatu” itu oleh
ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. Agar badan hukum itu
dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan
organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan

hukum dengan pihak ketiga.

Secara teoritik, baik dinegara common law maupun civil law
dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan
teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka

tentang personalitas badan hukum (legal person), Yakni :

a. Legal Personality as legal person

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa
manusia, badan merupakan hasil sautu fiksi manusia. Kapasitas

hukum badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara
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mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan
hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan

sama dengan manusia sebagai real person.

b. Corporate Realism

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum
berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses
inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada
peraturan peraturan perudang-undangan. Suatu badan hukum tidak
memiliki personalitas sendiri yang dikaui negara. Personalitas
hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada
kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk
menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata
dan perkumpulkan yang tidak berbadan hukum (unincorporated
associatio) yang juga dalam realitas, di sejumlah negara tidak
diakui sebagai badan hukum.

c. Theory of the Zweckvermogen

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah
kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat
ditelusuri kedalam sistem hukum yang menentukan seperti hukum
Jerman, bahwa institusi dalam hukum publik (anstalten) dan

endowmen dalam hukum perdata (stiftungen) adalah badan hukum
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yang ditentukan oleh suatu obyek dan tujuan, dan tidak ditentukan
oleh individual anggotanya.
d. Aggregation Theory

Teori ini disebut sebagai teori “Symbolist” atau teoritik
“bracker”, dan dalam versi modren dikenal sebagai “corporate
nominalism” secara teoritik berhubungan dengan teori fiksi.
Pandangan individulistik ini menyatakan bahwa mahkluk (human
being) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban
timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-
benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas
korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama
bersama (collective name), suatu simbol bagi para anggota
korporasi.
e. Modern Views on Legal Personality

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara
realist and fictionist theory dalam mengatur hubungan bisnis
domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial
yang ada dibelakang personalitas hukum, dan sisi lain,
memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu
fiksi.

Bila Pasal 1329 KUHPerdata adalah dasar hukum yang
menyatakan bahwa orang pribadi adalah subjek hukum maka dasar

hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan
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hukum adalah Pasal 1654 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan
bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan
orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan
perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum,
dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan
pada acara-acara tertentu. (Hardijan Rusli, 1996) Namun dalam
KUHPerdata tidak menerangkan apa saja badan yang sah itu.
Menurut hemat penulis badan hukum yang sah adalah badan
hukum vyang diakui pemerintah, ketentuannya diatur dalam
peraturan perundang-undangan, seperti halnya undang-undang
Perseroan Terbatas, undang-undang yayasan, undang-undang
koperasi.

Hukum Perseroan Terbatas yang di singkat NV. Mula-mula
diatur dalam KUHD, pada buku pertama, judul ketiga bagian
ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Pasal
36-56, jadi hanya 26 Pasal saja sehingga benar-benar sangat
singkat sekali. Jika dihitung dari kelahiran KUHD, yakni pada
tahun 1847 dengan staatsblad 1847-23 sampai diundangkan UU
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti
hukum Perseroan Terbatas, kelansungan eksistensinya hampir
lebih 150 tahun. Selama kolonial belanda, ketentuan Pasal 36-56
yang mengatur Perseroan Terbatas, boleh dikatakan tidak pernah

mengalami perubahan, ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur
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Perseroan, tidak ikut mengalami perubahan atau penambahan.48
Namun pada saat ini undang-undang yang mengatur Perseroan
Terbatas telah diperbaharui dengan lahirnya undang-undang No. 40
tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya Perseroan,
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang yang di tetapkan dalam

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Bertilik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok
yang melahirkan suatu Perseroan sebagai suatu badan huku
(rechtspersoon, legal person, legal entity), harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang
disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang
disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian. Modal dasar
tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau sero (aandelen, share,
stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan

para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota
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Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada
Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang
bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan
perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar
Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas
seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat
(1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah).

Penegasan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal merupakan penegasan bahwa Perseroan tidak
mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di
dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara
jelas substansi atau sifat badan usaha perseroan dibandingkan
dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata. (Ridwan

Khairandy, 2014)

Dalam kenyataannya, tidak semua Perseroan bertujuan untuk
menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan
mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang
saham. Perseroan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam
Perseroan, yakni Perseroan tertutup dan Perseroan terbuka. Di
dalam Perseroan tertutup hubungan pribadi pemegang saham
masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak

banyak jumlanya. Pemegang saham Perseroan semacam seringkali



72

berasal dari anggota keuarga atau sahabat karib sendiri sehingga
seringkali pula Perseroan semacam ini di sebut PT keluarga. Ini
berlainan kondisinya dengan Perseroan terbuka. Di sini yang
diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan
mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka
juga dapat tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain.
Bagi Perseroan yang melakukan penawaran umum dipasar modal,
jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun

badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar “perjanjian”
demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Kalau
begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara
pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan
hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata,
khususnya Bab kedua, bagian kesatu tentang ketentuan umum
perjanjian (Pasal 1313-1319) dan bagian kedua tentang syarat-
syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga
tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). Berarti, ditinjau dari
segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan bersifat badan hukum
bersifat kontraktual (contractual, by contract) yakni berdirinya
Perseroan merupakan akibat dari lahirnya perjanjian. Selain

bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (consuel, consensual)



73

berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan

Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian
untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang,
pendirianya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu
ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa
prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan
sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu
mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Adapun yang

dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah :

1. Orang perseorangan, (naturlijke person,natural
person) baik warga negara maupun orang asing.

2. Badan hukum indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Mariam
Darusman Badrulzaman mengatakan bahwa para sarjana hukum
perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang
terdapat diatas tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena
dirumuskan itu hanya mengenai perjajian sepihak saja. Dikatakan
terlalu luas karena mencakup perbuatan didalam hukum keluarga
seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya

berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku Il
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KUHPerdata yang kreterianya dapat dinilai secara materiil, dengan

kata lain dinilai dengan uang. (Ridwan Khairandy, 2014)

Menurut J. Satrio definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313
KUHPerdata tersebut diatas mengandung banyak kelemahan
karena kata “Perbuatan” kalau dilihat dalam skema peristiwa
hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau
tindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum) seperti
Onrechtmagedaad dan Zaakwaarmening. Suatu Onrechtmagedaad
memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibat
timbul karena perbuatan perbuatan orang, dan sebagai akibatnya
timbul suatu perikatan. Di dalam perikatan orang yang satu terikat
untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang
lain yang dirugikan tetapi semua sepakat bahwa suatu tindakan
yang melawan hukum tidak didasarkan atas dan bukan merupakan
suatu perjanjian karena suatu akibat hukumnya, yaitu terikatnya
yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama
sekali tidak diperjanjikan sebelumnya. Di dalam suatu perjanjian
para pihak sudah tau, sudah membayangkan akibat hukum yang
akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka sebenarnya
sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat
hukumnya yang sangat dikehendaki muncul. Sautu tidakan yang
menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau

dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tidakan hukum.
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Karenanya kata “perbuatan’ dalam Pasal 1313 kitab undang-
undang hukum perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata
“perbuatan/tindakan hukum”. Keuntungan digunakan istilah
tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat
hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di
dalamnya juga sudah tersimpul adanya “sepakat’ yang merukan
ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada Onrechtmatigedaad

dan zaakwaarmening. (Ridwan Khairandy, 2014)

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang dirikan
perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada
persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdata.
Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat

sahnya suatu perjanjian, yakni : (Ridwan Khairandy, 2014)

1) Adanya katanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan
dirinya;

2) Kecakapan para pidak untuk membuat suatu perikatan;

3) Harus suatu hal tertentu; dan

4) Harus ada suatu sebab (causa) yang halal.

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai Tujuan Perseroan didirikan adalah untuk mendapatkan
keuntungan, untuk mencapai tujuan itu maka Perseroan harus

melakukan kegiatan usaha. Jika UUPT menggunakan istilah
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melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah
menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan
perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama)
yang secara rinci menjelaskan menjelaskan makna perbuatan
perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan
perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya.
Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang oleh
pembentuk  undang-undang, agar pengertian  perusahaan
berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas
perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan
kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya,
defini otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa

undang-undang.(Ridwan Khairandy, 2014)

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie
Van Toelichting (penjelasan) rencana undang-undang Wetboek Van
Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan
adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus
menerus, dengan mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut
Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk
mendapatkan suatu pengahasilan, dengan cara memperniagakan

barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
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Pada Pasal 18 UUPT ditegaskan, maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD (anggaran dasar)
Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan

3

merupakan “usaha poko’ Perseroan. Sedang “kegiatan usaha”
merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam
rangka mencapai maksud dan tujuan, kegiatan usaha harus di rinci
secara jelas dalam AD (anggaran dasar) dan rincian tersebut tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang.

Kalau begitu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan
usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD ada
dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang
disebut dalam AD (anggaran dasar) tidak ada aktivitasnya, pada
dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan
hukum. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik Perseroan itu di
bubarkan berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham
berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 142 ayat (3)
UUPT, maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan

Pasal 142 ayat (1) huruf ¢ Jo. Pasal 146 UUPT.

Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi

Dalam Saham Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam

pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan
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usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu
berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu
menjadi kekayaan badan hukum, terlepasa dari kekayaan pendiri.
Oleh karena itu salah satu ciri-ciri utama suatu badan hukum
seperti Perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat
persero) adalah kekayaan yang terpisah kekayaan pendiri badan

hukum itu. (Ridwan Khairandy, 2014)

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal Perseroan
terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (maatschappelijk
kapitaal atau authorized capital) merupakan nilai keseluruhan nilai
nominal saham yang ada dalam Perseroan. Pasal 32 ayat (2) UUPT
menentukan, bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit sejumlah
Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Namun Pasal 32 ayat
(2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu
berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang
usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal Perseroan dapat
diatur berbeda. Misal pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-
perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur
berdasar undang — undang Nomor 8 Tahun 1995 Jo. PP Nomor 45
tahun 1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi

daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.

Besarnya jumah modal dasar Perseroan itu tidaklah

menggambarkan kekuatan finansial riil Perseroan, tetapi hanya
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menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat
diterbitkan. Jika Perseroan akan menambah modal yang melebihi
jumlah modal tersebut, Perseroan harus mengubah anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam
akta pendirian Perseroan atau anggaran Perseroan. Misal
ditentukan modal Perseroan adalah sejumlah
Rp.250.000.000.000,00- terbagi atas 250.000.000 saham, masing-

masih saham bernilai nominal sejumlah Rp.1.000,00-

F. Tinjauan tentang HAM
1 Definisi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari
Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau
dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau
manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau
dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan
dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat
yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walapun demikian,
bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan
secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.
Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain

merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari
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bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang
lain, karena itulah ketaan terhadap aturan menjadi penting. (Dwi, 2016)

Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh
manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya
kaidah — kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang —
undangan serta hal — hal yang mesti diikuti dalam sistem konstitusi dan
perundang — undangan Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan
bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang
dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun,
oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung
warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari
warga negaranya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang
universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan
waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam serta
hal — hal yang mesyti di ikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik
dalam gelanggang percaturan politik. Hak — hak tersebut, seperti
tampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui
batasannya dengan konkrit dan definit. la berkisar di sekitar kebebasan
dan prinsip persamaan. Oleh karena itu persoalan ini, selalu menjadi
arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang

berbeda-beda. (Saptosih Ismiati, 2020)
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Berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat
melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai
universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk
perjanjian internasional dibidang HAM. Namun Kkenyataan
menunjukan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam
penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak
asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama
dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya
telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat
kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk
menghormatinya. (A. Masyhur Effendi, 2005)

Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan
dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai
berikut :

a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat
dihilangkan atau diserahkan.

b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan
semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan
budaya.

¢) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat

manusia yang sudah ada sejak lahir.
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Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang
tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan
lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia

yang mendasar.

3 Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap

manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak

dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi

manusia yaitu :

a)

b)

Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,
kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini
sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian,
dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih
dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan
untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan
yang diyakini masing-masing.

Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk
memiliki  sesuatu, membeli, dan  menjual serta
memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut :
hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan

mengadakan perjanjian kontrak,hak kebebasan memiliki
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sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang
layak.

Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut
serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam
suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik
dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak
untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut
serta dalam Kkegiatan pemerintahan, hak membuat dan
mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan
hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
Hak-hak asasi untuk mandapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan
kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal
equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak
mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS),
dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture
rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk
mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi
sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih,

dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran,



84

dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan
bakat dan minat.

f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam
penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan
sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak
mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak
persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari
adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau
masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu
keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak

dan kewajiban manusia.

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam
Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika
pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap

HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2) setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai

manusia pribadi dimana saja ia berada.
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setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu.

setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang
berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat
kediamannya.

setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam
hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh
diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang
sah sesuai dengan undang-undang.

setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,
penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,
penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan,
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan
kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, Yyang
menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya
hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana

diatur dalam undang-undang.
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G. Tinjauan Pelanggaran HAM
1 Definisi Pelanggaran HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi
manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang
ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa pelanggaran
hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah/setiap perbuatan dari
seseorang atau kelompok termasuk aparat hukum baik disengaja
maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-
undang. (M. Afif Dalma, 2021)

Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya
dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan
negara sebagai penjaminnya.

Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati,
bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi

pelanggaran HAM.
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2 Jenis-Jenis Pelanggaran HAM
Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu:
a. Pelanggaran HAM Biasa
Adalah kasus pelanggaran HAM vyang ringan dan tidak
sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap
saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam
jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM
ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja,
penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja,
dan lain-lain.
b. Pelanggaran HAM Berat
Adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa
manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan,
perbudakan, atau penyanderaan.

Menurut UU. Rl Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM, Pelanggaran HAM Berat dapat diklasifikasikan menjadi
dua, yaitu :

1) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan

dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh
atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau

kelompok agama.
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2) Kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik.
Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap
penduduk  sipil.  Bentuknya berupa  pembunuhan,
pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan
penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan
masih banyak lagi.

H. Tinjauan Terhadap Korban
1 Definisi korban

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka
yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan
orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi
yang menderita. (Risamdi Prayatna, 2020)

Menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan
korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah
sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan
hak asasi yang menderita”

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang

berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :
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Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1
ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1
ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang
mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam
lingkup rumah tangga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1
ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi
“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang
yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun
emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian,
pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai
akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.



90

2 Hak - Hak Korban

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa

korban mempunyai hak :

a.

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah
diberikannya;

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan
perlindungan dan kedudukan keamanan;

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Mendapat penerjemah;

Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
Mengetahui dalam hal terpidana bebas;

Mendapat identitas baru;

Mendapatkakn tempat kediaman babru;

Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan
kebutuhan

Mendapat nasehat dan/atau

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampapi batas

waktu perlindungan berakhir.
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Menurut Arif Gosita, Korban mempunyai hak-hak sebagai

berikut :

1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan;
2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau
diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila
pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; mendapat hak
miliknya kembali;
5) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila
melapor dan menjadi saksi;
6) Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
7) Mempergunakan upaya hukum.
3 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban
Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban adalah segala upaya pemebuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan.
Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan
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medis dan bantuan hukum. Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban

adalah :

1)

2)

Ganti Rugi

Ada dua sebab yang melahirkan timbulnya hak ganti rugi:
pertama, ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur oleh
Pasal 1240 sampai 1252 KUH Perdata; dan kedua, karena
perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal
1365 KUH Perdata. Sedangkan jika dilihat dari sisi jenisnya, ganti
rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil.
Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata ada yang diderita oleh
seseorang, biasanya dalam bentuk uang, kekayaan atau harta
benda. Sedangkan kerugian inmateriil yaitu kerugian atas manfaat
yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari
atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima
oleh seseorang di kemudian hari dan atau suatu kerugian yang

tidak benilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.

Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawa pelaku terhadap
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya
adalah menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban. Tolak
ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang
diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung

pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan
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status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk
ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status
korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta
martabat akan lebih diutamakan .

Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat
dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan
pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan
masyarakat dan negara bertangung jawab dan berkewajiban secara
moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang
mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi
sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung
bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijajtuhkan
bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana
umum.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan
adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum
korban. Ada dua konsep kejahatan :

1) Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara

atau kepentingan pihak yang direpresentasikan oleh

instrumen demokrasi negara; dan
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2) Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap
kepentingan orang perorangan dan juga melanggar
kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga

melanggar kepentingan pelakunya sendiri.





